BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Peraturan Kepala Daerah

Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

L.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang
pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Satuan harga Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubhan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan

10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 403);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib
Administras  Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai
politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, dan tertib Administras Pengajuan, Penyaluran
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan
kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah Pemerintah Dalam
Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Kabupaten
Kerinci.

Bupati adalah Bupati Kerinci.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kerinci.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Daerah
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kerinci selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir.

Harga Pasar adalah Harga Barang dan/atau Jasa yang
berlaku di pasaran, belum termasuk pajak.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan
ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai penghargaan atas Kkinerja tertentu dalam

melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperolah atas beban anggaran pendapatan dan belanja

daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



11,

12,

13.

(1)

(1)

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang Pejabat adalah yang berwenang dan
bertanggung jawab melaksanakan koordinasi pengelolaan
Barang Milik Daerah.

Honorarium adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan
kepada Kepala Daerah, ASN dan Non ASN yang terlibat
dalam kegiatan Pemerintahan Daerah yang berpedoman
pada DPA masing- masing PD yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala PD
serta Surat Tugas selama tidak bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Satuan Biaya Lainnya adalah satuan biaya yang diperlukan
dan/atau yang dipergunakan oleh PD dalam Kabupaten

Kerinci.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Anggaran

Belanja Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Standar Harga

Satuan.

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. satuan biaya honorarium,;

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

c. satuan biaya rapat atau pertemuan didalam dan luar

kantor;
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan

e. satuan biaya pemeliharaan.



(3)

(4)

(5)

(1)

d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
e. satuan biaya pemeliharaan.

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan dalam:

a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan
maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan
dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan

anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
Standar Harga Satuan bersifat batas tertinggi yang

besarannya tidak dapat dilampaui.

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

Standar Harga Satuan bersifat:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui;
dan

b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk

karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang
besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5)
huruf a, tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang
besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan
dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) dan ayat (5) huruf b, tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 5

Bupati menetapkan Standar Harga Satuan perjalanan
dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di
luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan
pemeliharaan, berpedoman pada Standar Harga Satuan
Regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi,

efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Bupati dapat menetapkan standar harga satuan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, kepatutan,
dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penetapan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi :

a. Harga satuan barang; dan

b. Harga satuan jasa;

Penetapan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah
setelah dibahas oleh Tim Penyusunan Standar Harga

Satuan.

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan
dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran

Kementerian Negara/Lembaga.

Ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri dan
luar negeri bagi pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kerinci Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 16) dan Peraturan
Bupati Kerinci Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 tahun 2022 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 7), dicabut dan
tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 oxroB¢r 2025

BUPATI KERINCI

NADI

Diundangkan di Siulak

ZAINAL EFENDI

al 24 exnBEr 2025
RIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 18
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